
1	  
	  

 
 

 

 

GUBERNUR  SULAWESI  BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
NOMOR 18 TAHUN  2012 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pembangunan di 
Provinsi  Sulawesi Barat  sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2005-2025, perlu menyusun 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2013; 

  b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat arah 
kebijakan daerah tahunan dan rencana kerja masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai wujud 
komitmen dalam melaksanakan pembangunan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2013. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 
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  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817) 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 
2013; 
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  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakrir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 58); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39); 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 50); 

  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 
Tahun 2010  tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-
2025, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2010 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 51). 

  16. Peraturan Gubernur  Sulawesi Barat Nomor 
188.44/196/III/2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-
2011. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
TAHUN 2013 

 
Pasal   1 

 



4	  
	  

Ditetapkan di  Mamuju 
pada tanggal, 26 Juli 2012         

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

  
 

H. ANWAR ADNAN SALEH 
 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 yang selanjutnya 
disingkat RKPD Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari  2013 
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. 

(2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat : 

a. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu 

b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; 

c. prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2013; 

d. rencana program dan kegiatan prioritas  Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2013. 

 
Pasal   2 

 
(1) RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 – 2016, yang 
memuat Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan serta Arah Kebijakan 
Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 
 

(2) RKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: 

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Tahun Anggaran 2013; 

b. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2013. 

  

Pasal   3 
 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal, 26 Juli 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT, 
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BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 18 
	  


